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1.

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tongah tentang Perusahaan Perseroan Daerah JatengPetro Energi dan Rancangan Peraturan Daerah tentangPenyolenggaraan Perhubungan hingga akhir Tahun2019masih dalam proses Fasilitasi oIeh Kementerian
Dalam Nogeri Republik Indonesia;

. bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan DaerahNomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan
Daerah, apabfla pelaksanaannya belum terselesaikanpada tahun berjaIan, maka dilanjutkan dan dimasukkandalam Program Pembentukan Peraturan Daerah
berikutnya berdasarkan kesopakatan BadanPembontukan Porda dan Biro Hukum Provinsi;
bahwa bordasarkan pe‘rtimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a clan huruf b, porlu menotapkanKoputusan Dewan Perwakflan Rakyat Daerah ProvinsiJawa Tengah tentang Perubahan Atas KeputusanDowanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tongah Nomor46 Tahun 2019 tontang Program PembentukanPoraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

Undang—Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentangPembentukan Provinsi Jawa Tengah (HimpunanPeraturan—Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86—
92);

.Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang—undangan(Lembaran Nogara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5234);
Jndang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan [Jae-rah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



Menetapkan
KESATU

00

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang—
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentangPedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197fi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang—UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang—undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 199);
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 157);

. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020Nomor 17 );

Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk HukumDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 2036);

. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiJawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata TertibDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor37).

MEMUTUSKAN :

Per‘ubahan Program Pembentukan Peraturan DaerahProvinsi Jawa Tengah Tahun 2020, sebagaimanatercantum dalarn Lampiran 1 dan Lampiran II Keputusanini.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengahdan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2020.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam diktum KEDUA, berpedoman padaketentuan Peraturan Perundang—undangan.
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 20 Januari 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 1 TAHUN 2020
TANGGAL : 20 JANUARI 2020

PERUBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

PRIORITAS TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)
Prioritas Tahun 2020 merupakan salah satu kegiatan Perencanaan
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang disusun
secara terencana, terpadu dan sistematis yang memuat skala prioritas
Propemperda Tahun 2020 serta dinamika kebutuhan hukum daerah
dan masyarakat Jawa Tengah.

Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2020 menjadi jawaban atas
dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat Jawa Tengah
yang menuntut terbentuknya Produk Hukum Daerah yang responsif
terhadap perkembangan perlindungan hukum dan pelayanan pubhk
di Jawa Tengah dengan mengedepankan aspek kepastian, kegunaan,
dan keadilan masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan.
Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2020 telah
ditetapkan pada tanggal 12 November 2019 dengan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Program
Pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. yang
memprogramkan Rancangan Peraturan Daerah sebanyak 16 Raperda
dan 3 Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka. Dari 16 (enam
belas) Raperda yang telah masuk dalam Program Pembentukan Perda
Tahun 2020, terdapat 2 (dua) Raperda Usul Gubernur yang belum
disampaikan pada Tahun 2019 yaitu Rencana Tata Ruang Kawasan
Industri Terpadu Provinsi Jawa Tengah dan Perlindungan Nelayan,
Pemberdayaan Petambak Garam Dan Pengolah sebagai Raperda
Lanjutan di tahun 2020.
Namun Program Pembent‘ukan Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun
2019 sampai dengan akhir Bulan Desember 2019 masih terdapat 2
(dua) Raperda usul Gubernur yang masih dalam proses fasilitasi oleh
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu Raperda
Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Petro Energi dan Raperda
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Penyelenggaraan Perhubungan. Dengan demikian Kedua Rancangan
Peraturan Daerah tersebut diatas, sesuai dengan Ketentuan Pasal 17

ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun
2016 tentang Pembentukan Perda, bahwa apabfla pelaksanaan
Propemperda belum terselesaikan pada tahun berjalan, maka
dilanjutkan dan dimasukan dalam Propemperda tahun
berikutnya berdasarkan kesepakatan Badan Pembentukan Perda

dan Biro Hukum Provinsi, sehubungan hal tersebut maka perlu
dimasukan dalam Program Pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2020, untuk itu perlu merubah Keputusan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2019 tentang
Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2020.

. ARAH DAN KEBIJAKAN PROPEMPERDA TAHUN 2020
Berdasarkan kondisi Jawa Tengah, dinamika perkembangan hukum,
sorta dalam rangka percepatan pembangunan di Jawa Tengah, maka
arah kobijakan Propemperda Tahun 2020 adalah sobagai berikut:
1. Mengingat penyelenggaraan Pemilukada Tahun 2024

membutuhkan biaya yang sangat tinggi, sehingga diperlukan
Pencadangan anggaran dalam APBD Provinsi Jawa Tongah Tahun
2020, Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kegiatan
dimaksud.

2. Dalam rangka menghadapi persaingan global perlu ada
pengaturan terhadap Penguatan terhadap pelaku ekonomi kreatif,
untuk mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan
perkembangan kebudayaan, teknologi. kreativitas. inovasi
masyarakat Jawa Tengah.

3. Dalam rangka 116362;: 3;5:%*:'_;a: :agar: Fararargz. 3w*m:r:.w_r
nomor 54 tahun 2017 ionising Sada: 'o'sarg MLJ Law: _‘

por‘iu dilakukan perubahan status BL'MD :51: .3"? Pfisa’. RE‘ELTf“-i§1

dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah menjadi Porusa‘naa:
Perseroan Daerah.

4. Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Undang—Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan clan Pengeloiaan
Lingkungan Hidup maka diperlukan pengaturan Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Jawa tengah
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sebagaj penganti dari Perda yang sudah ada Peraturan Daerah
provinsi Jawa Tsngah Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengsndalian
Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah.
Dalam rangka memenuhi ketemuan dalam Undang—Undang
Nomor 40 Tahun 2009 Tentang kepemudaan, maka periu
pengaturan mengenai Pengembangan kepemudaan, dan
Pemberdayaan kelembagaan kepemudaan di Provinsi Jawa
Tengah.
Menindaklanjuti Undang—Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU
Nomor 9 Tahun 2015. Adanya parubahan kewenangan terhadap
perhubunagn dan telekomunikasi. Maka perlu dilakukan
pencabutan Perda nomor 19 Tahun 2003 tentang
penyelenggaraan perhubungan dan telekomunikasi dan Perda
Nomor 14 Tahun 2003 tentang retribusi penyelenggaraan
perhubungan dan telekomunikasi.
Adanya kewenangan pemerintahan Provinsi dalam memfasilitasi
pemberantasan narkoba, maka perlu pengaturan terkait Fasilitasi
Pencegahan; Pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap
Narkotika di Provinsi Jawa Tengah.
Dalam rangka meningkatkan PAD maka perlu dirumuskan aturan
tentang pajak daerah di Provinsi Jawa Tengah.
Dalam rangka memenuhi hak penyandang disabilitas
sebagaimana di atur dalam Undang-Ufidang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas, maka perlu pengaturan tsntang
pemenuhan hak penyandang disabfiitas di Provinsi Jawa Tengah.
Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum di Provinsi Jawa
Tengah térkait dengan Korban kekerasan berbasis gender dan
anak maka. perlu di perkuat fungsi Komisi Perlindungan Korban
Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Provinsi Jawa tengah,
dengan melakukan perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2019
Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Koran Kekerasan
Berbasis Gender dan Anak di Provinsi Jawa tengah.
Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang—Undnag Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan anak; maka perda nomor 7 tahun 2013 tentang
penyelenggaraan perlindungan anak perlu di sesuaikan.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Dalam rangka Meningkatkan kinerja Perusahaan Perseroan
Daerah BPR—BKK Jawa Tengah, maka perlu dilakukan perubahan
terhadap perda nomor 4 tahun 2017 tentang pembentukan
Perusahaan Perseroan Daerah BPR—BKK Jawa Tengah.
Dalam rangka Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 54
tahun 2017 tentang BUMD maka perlu penyesuaian status atas
Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah menjadi
Perusahaan Umum Daerah.
Dalam rangka Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 54
tahun 2017 tentang BUMD maka perlu penyesuaian status atas
Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama, menjadi Perusahaan
Umum Daerah.
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2009 tentang Kawasan Industri sesuai kewenangan yang dimiliki
o1eh Pemerintah Daerah Provinsi.
Sebagai dasar pelaksanaan pemberianjaminan perlindungan atas
resiko bagi nelayan, pembudi daya ikan, clan petambak garam.
Sahara mngka pengelolaan potensi minyak dan gas bumi di Jawa
Tengah melalui Participating Interest, maka Pendirian Perusahaan
Perseroan Daerah Perseroan Terbatas Sarana Migas Jawa Tengah
sebagai Badan Usaha Milik Daerah pengelola Participating
Interest, perkembangan pembahasan di panitia khusus terjadi
perubahan nama dari Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah
Perseroan Terbatas Sarana Migas Jawa Tengah menjadi
Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Petro Energi;
Sebagai tindak lanjut dengan diterbitkannya peraturan
perundang-—undangan, yang berakibat beralihnya kewenangan
dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Pusat dan sudah tidak
sesuai lagi.

. DAFTAR PROPEMPERDA RAPERDA PRIORITASTAHUN 2020
Berdasarkan arah dan kebijakan Propemperda 2020, sebagaimana
telah diuraikan di atas, maka untuk Propemperda Raperda Tahun
2020 ditetapkan sebanyak 18 (delapan belas) Raperda Prioritas, dan 3
(tiga) Raperda Kumulatif Terbuka.



DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRIORITAS TAHUN 2020

Penjelasan/NA 1,

1No Judul Raperda 1:322:32? ‘

Disiapkan *41 2 3 1

1. Pembentukan Dana Cadangan Pemlihan DPRD
Umum Kepala Daerah dan wakil KepalaDaerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

2. Penguatan Pelaku Ekonomi Kreatif Di Jawa DPRD
Tengah

3. Perubahan Status PT. Pusat Rekreasi dan DPRD
Promosi Pembangunan Jawa Tengah MenjadiPerusahaan Perseroan Daerah

4. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan DPRD
Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

5. Pengembangan dan Pembangunan DPRD
Kepemudaan

6. Pencabutan Peraturan Daerah : DPRD
1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 19 Tahun 2003 tentang ;

Penyelenggaraan Perhubungan Dan ;

Telekomunikasi.
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa TengahNomor 14 Tahun 2003 tentang Retribusi
Penyelenggaraan Perhubungan Dan
Telekomunikasi‘

7. Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan GUBERNUR
Penyalahgunaan dan Peredaran GelapNarkotika

8. Perubahan Kedua Atas Perda Provinsi Jawa GUBERNURTengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang PajakDaerah
9 Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas GUBERNUR10 Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2009 GUBERNURtentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban

f Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak ProvinsiJawa Tengah
11 Perubahan Perda Nomor 7 tahun 2013 tentang GUBERNUR

Penyelengggraan perlindungan anak
%12 Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2017 GUBERNUR ;tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan 1

Daerah BPR BKK Jawa Tengah
____13 Perubahan Status PD Citra Mandiri Jawai GUBERNUT?“Tengah

14 Perubahan Status PD Air Bersih Tirta Utama GUBERNUR15 Rencana Tata Ruang Kawasan Industri GUBERNURTerpadu Provinsi Jawa Tengah LANJUTAN16 Perlindungan Nelayan, Pemberdayaan GUBERNURPetambak Garam Dan Pengolah LANJUTAN a

17 Raperda Perusahaan Perseroan Daerah Jateng GUBERNURPetro Enfirgi LANJUTAN



Penjelasan/NA
Dan Draf
Raperda
Disiapkan

No Judul Raperda

1 2 3
18 Raperda Penyelenggaraan Perhubungan GUBERNUR

LANJUTAN

RAPERDA KUMULATIF TERBUKA
N0 JUDUL RAPERDA

PertanggungjawabanPélaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019
2. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

APBD Tahun Anggaran 2021

D. PENUTUP

Propemperda Raperda Priori’tas Tahun 2020 merupakan perencanaan
program pembentukan Peraturan Daerah yang térencana, terpadu dan
sistematis sesuai dengan tuntutan pembangunan di Jawa Tengah,
perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, serta dinamika
kebutuhan hukum daerah dan masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan Propemperda Raperda Prioritas Tahun
2020 mampu menjawab perkembangan produk hukum daerah, guna
mendorong pencapaian arah Clan tujuan Pembangunan Daerah tahun
2020. Disamping itu, Peraturan Daerah yang akan disusun pada
tahun 2020 sesuai dengan kebutuhan hukum daerah clan masyarakat
yang menginginkan pembangunan hukum yang mengedepankan
aspek kepastian, kegunaan dan keadilan sosial dalam rangka
péningkatan kesejahmraan masyarakat.



LAMPIRAN H

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
10 PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR ; 1 TAHUN 2020
TANGGAL : 20 JANUARI 2020

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020

MATERI STATUS
_7 "7 DISERTAI UNIT/ TARGET

NO. JENIS TENTANG POKOK BARU PERUB PELAKSANAAN NASKAH PENJELAS INSTANSI PENYAM KET

‘ AHAN AKADEMIK AN/KET TERKAIT PAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

,,
12

1. Perda Pembentukan Pencadangan V 1. UU Nomor 23 V Komisi A 2020
Dana Cadangan anggaran dalam Tahun 2014

1 Pemlihan Umum APBD Provinsj tentang
1 Kepala Daerah Jawa Tengah Pemerintahan
1 dan Wakfl Tahun 2020.1 Daerah

Kepala Daerah Tahun 2021, sebagaimana
Provinsi Jawa Tahun 2022, telah diu'bah
Tengah Tahun Tahun 2023 dengan UU
2024 dan Tahun Nomor 9

2024L dalam Tahun 2015.
i rangka penye—

lenggaraan
Pemilukada
Tahun 202477

>

2. Perda Penguatan Perlindungan V 1. UU Nomor 23 V Komisi B 2020
Pelaku Ekonomi dan pember— Tahun 2014
Kreatif Di Jawa dayaan terha: tentang
Tengah dap pelaku Pemerintahan

ekonomi kreatif, Daerah
mengembang— sebagaimana
kan inovasi talah diubah
untuk kesejah— dengan UU
teraan masya— Nomor 9
rakat m Tahun 2O 15.

3. Perda Perubahan Perubahan V 1. UU Nomor 40 V Komisi C 2020
Status PT. Pusat status BUMD Tahun 2007
Rekreasi dan dari PT menjadi Tentang
Promosi Perserodg W, W

Perseroan ,, "i _ A > 7 "fl fl __
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Pembangunan
Jawa Tengah
Menjadi
Perusahaan
Perseroan
Daerah

sesuai amanat
PF 54 tahun
2017 tentang
BUMD

.0")

Terbatas
. UU Nomor 23
Tahun 2014
tentang
Pemerintahan
Daerah
sebagaimana
telah diubah
dengan UU
Nomor 9
Tahun 2015.
Peraturan
Pemerintah
Nomor 54
Tahun 2017
tentang Badan
Usaha Milik
Daerah

Perda Rencana
Perlindungan
dan Pengelolaan
Lingkungan
Hidup

Pedoman fungsi
lingkungan
hidup, upaya
pengendalian
pemanfaatan
sumber daya
alam,
mewujudkan
pembangunan
yang asri dam
lestari.

1. Undang—
Undang 32
Tahun 2009
Tentang
Perlindungan
dan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup.

. UU Nomor 23
Tahun 2O 14
tentang
Pemerintahan
Daerah
sebagaimana
telah diubah
dengan UU
Nomor 9
Tahun 2O 15.

Komisi D 2020
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Perda Pengembangan a. Pengembang . UU Nomor 40 Komisi E 2020dam an kepemu- Tahun 2009
Pembangunan daan tentang
Kepemudaan b, Pembangu— Kepemudaan

nan . UU Nomor 23
kepemudaan Tahun 2014

C, Pemberdaya— tentang
an kelelnba- Pemerintahan
gaan Daerah
kepemu— sebagaimana
daan telah diubah

dengan UU
Nomor 9
Tahun 2O 15.

Perda Pencabutan Mancabut perda . Undang— BAPEMPERDA 2020Peraturan yang sudah Undang
Daerah Provinsi bukan menjadi Nomor 12
Jawa Tengah kewenangan tahun 201 1

Nomor 19 Tahun dari Pemerintah tentang2003 tentang Provinsi pembentukan
Penyelenggaraan peraturan
Perhubungan perundang—
Dan undangan
Telekomunikasi . UU Nomor 23
dan Peraturan Tahun 2014
Daerah Provinsi tentangJawa Tengah Pemerintahan
Nomor 14 Tahun Daerah
2O 13 tentang sebagaimana
Retribusi telah diubah
Penyelenggaraan dengan UU
Perhubungan Nomor 9
Dan Tahun 201 5.
Telekomunikasi.

Perda Fasflitasi a. Fasilitasi . Undang— 1. Badan Kes- 2020
Pencegahan Pencegahan; Undang bangpol

11-
1 Pemberantasan b. Fasiiitasi Nomor 35 (pemrakarsa)
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Penyalahgunaan Pemberantas Tahun 2009 2. BNN
Clan Peredaran an tentang 3. Dinas Sosial
G-elap Narkotika penyalahgun Narkotika 4. Dinas

aan; 2. UU Nomor 23 Kesehatan
C. Fasilitasi Tahun 2014 5. Dinas
peredaran tentang Pendidikan
gelap Pemerintahan 6. Biro Hukum
Narkotika Daerah 7. Biro Kesra

sebagaimana SETDA
telah diubah
dengan UU
Nomor 9
Tahun 2015

3. Permendagri
Nomor 12
Tahun 2019
Tentang
Fasi1itasi
Pencegahan
Dan
Pemberantasa
n
Penyalahguna
an Dan
Peredaran
Gelap
Narkotika Dan
Prekursor
Narkotika

Perda Pembahan a. Kenaikan UU Nomor 28 1. Baden 2020Perda Nomor 2 Tarif Pajak Tahun 2009 PengelolaTahun 201 1 kendaraan tentang Pajak Pendapatan
tentang Pajak Bermotor dan Daerah Dan Daerah
Daerah tariff Retribusi Daerah (pem—

progresif; rakarsa)
b. Sanksi admi— 2. BPKAD
nistratif 3. Biro Hukum
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keterlambw
tan
mendaftar.

9. Perda PemenuhanHak a. Hal: 1. UU Nomor 23 1. Dinas Sosial 2020Penyandang Penyandang Tahun 2014 (pemrakarsa)Disabilitas Disabilitas; tentang 2. Bappedab. Kewajiban Pemerintahan 3. Biro Kesra
Penyandang Daerah SETDA
Disabilitas sebagaimana 4. Biro Hukum

: c, Partisipasi telah diubah SETDAf

Masyarakat dengan UU
1 d. Pcngarusuta Nomor 9

mean Tahun 2015
Penyandang 2. UU Nomor 8
Disabilitas Tahun 2016

e. Penghargaan tentang
f. Pembiayaan Penyandang

g g. Kornite Disabilitas
1 Pemenuhan

Hak
Penyandang
Disabilitas

i h. Sanksi
‘

Administrasi
i. Ketentuan
Penyidikan

j. Ketentuan
Pidana

10. Perda Perubahan Atas a. Penyesuaian 1. UU Nomor 23 1. DPSAKB 2020Perda Nomor 3 kewenangan Tahun 2014 (pemrakarsa)Tahun 2009 b. Penyesuaian tentang 2. Biro Kesratentang kelembagaan Pemerintahan 3. BappedaPenyelenggaraan KPK2BGA Daerah 4. Dinas SosialPerhndungan Komisi 2. Undang— 5. Biro HukumKorban Perlindu— UndangKekerasan ngan Korban Nomor 7
Berbasis Gender Kekorasan Tahun 1984
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Perda Nomor

Dan Anak Berbasis 1 tentangProvinsi Jawa Gender dan Pengesahan
Tengah Anak Konvensi

Mengenai
Penghapusan
Segala
Bentuk
Diskriminasi
Terhadap
Wanita

3. Undang-—
Undang
Nomor 23
Tahun 2004
tentang
Penghapusan
Kekerasan
Dalam
Rumah
Tangga

11. Perda Perubahan a. Memasukkan 1. UU Nomor 23 1. DPBAKB 2020Perda Nomor 7 pengaturan Tahun 2014 (pemrakarsatahun 2013 mengenaj tentang )

tentang pekerja anak Pemerintahan 2. Biro Kesra
Penyelenggaraan b, Menambah— Daerah; 3. BappedaPerh'ndungan kan substan— 2. UU Nomor 35 4. Dinas Sosialanak Si penyeleng- Tahun 2014 5. Biro Hukum

garaan Per— tentang
lindungan perubahan
Korban atas UU
Kekerasan Nomor 23
Berbagis Tahun 2002
Anak dalam tentang
perda Nomor Perlindungan
3 tahun 2009 anak;

c. Mencabut 3. Perpres nomor
176 Tahun
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12. Perda

13. Perda

!

J

9 tahun 2007 2014 tentang
tentang Pembubaran
penanggulang Komite Aksi
an pekerja Nasional
anak Penghapusan

Bentuk
Bentuk
Pekerjaan
Terburuk

2- ¥ # 2-0
‘

,._ Untuk Anak. JPerubahan Atas Menghapus PD V . UU Nomor 23 V . Biro 2020 .Perda Nomor 4
I

BKK Pringsurat Tahun 2014 Perekonomi-Tahun 2017 dam PD BKK tentang an (pemra—tentang Klaten dari PD Pemerintahan karsa)Pembentukan BKK yang akan Daerah Biro HukumPerusahaan dikonsolidasi— sebagaimana BUMDPerseroan kan menjadi telah diubahDaerah BPR Pcrseroda BPR dengan UUBKK Jawa BKK JAWA Nomor 9Tengah TENGAH Tahun 2015;
. PP Nomor 54
Tahun 2017
tentang
BUMD;

. Peraturan
OJK Nomor
20 Tahun
2014 tentang
BPRPerubahan a. Pembentukan . UU Nomor 23 —

. Biro 2020Status PD Citra b. Modal dasar; Tahun 2014 PerekonomiaMandiri Jawa C. Jangka tentang n (pemra—Tengah menjadi waktu Pemerintahan karsa)Perusahaan pendirian; Daerah
. Biro HukumUmum Daerah d. Saham; sebagajmana . BUMDe. Kepenguru- telah diubah

san‘ dengan UU Mflj
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Nomor 9
Tahun 20 1 5;

. PP Nomor 54
Tahun 2017
tentang
BUMD

14. Perda Perubahan a. Pembentukan . UU Nomor 23 1. Biro 2020
Status PD Air 13. Modal dasar; Tahun 2014 Perekonomia

;

Bersih Tirta c. Jangka tentang n (pemra— i

Utama menjadi waktu Pemerintahan karsa)
I

Perusahaan pendirian; Daerah 2. Biro Hukum
Umum Daerah d. Saham; sebagaimana 3. BUMD

e. Kepengurusa telah diubah
.

n. dengan UU i

Nomor 9 ‘

Tahun 2015; l

K . PP Nomor 54
Tahun 20 1 7
tentang ;

BUMD 7‘

15. Perda Rencana Tata Pengaturan '

. UU N0. 26 1. Dinas PU SDA 2020
Ruang Kawasan Penataan ruang Tahun 2007 Tata Ruang;
Industri Terpadu kawasan tentang Pe—

Provinsi Jawa strategis nataan Ruang 2. Bappeda;
Tengah Provinsi Jawa . Perda N0. 6

Tengah terkajt Tahun 2010 3. Biro ISDA 85

Kawasan tentang RTRW Infrastruktur
Industri Provinsi Jawa SETDA
Terpadu Tengah 2009—

2029
16. Perda Perlindungan a. Perencanaan . UU RI No. 7 1. Dinas 2020

Nelayan, Pem— b. Penyelenggara Tahun 2016 Kelautan
berdayaan Pe— an Perlin— tentang Dan
tambak Garam dungan; Perlindungan Perikanan
Dan Pengolah c. Penyelenggara dan Pember— 2. Bappeda

an Pem— dayaan 3. Biro ISDA 81,

berdayaan; Nelayan, Infrastruktur
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Z d. Pendanaan Pembudi daya SETDA
1

dan Pembia~ ikan, dan 4. Biro
i yaan; Petambak Perekonomi—
§ 6:. Pengawasan; Garam an SETDA
1 dan ,. UU Nomor 23
a f. Partisipasi Tahun 2014
g Masyarakat tentang Pome—
j rintahan Dae—

rah sebagai-
mama telah

ii diubah de~
1 ngan UU No 9
1 j Tahun 2015

-_,, _

17 Perda Perusahaan . Nama dan UU Nomor 23 v
Perseroan Tempat Tahun 2014

, Biro Pereko—
Daerah Jateng Kedudukam; tentan‘g nomian
Petro Energi '

. Maksud dan Pegasrlgltaha (Koordinator)tu'uan n aerv a

3 Kejgiatan sebagaimana 2 BPKAD’ ’ telah diubah '
Usaha dengan UU4. Jangka Nomor g 3., BAPPEDA
wak'tu Tahun 2015
pendiraan 4. BIRO
usaha pp Nomor HUKUM

5. Modal dan 54 Tahun
saham 2017

tentang
Badan
usaha Milik
Daerah



19

18 Perda Penyelenggara- I Penyelenggara I UU Nomor 23 1. Dinas
Jan Perhubung— an Perhu— ! Tahun 2014 Perhubungaan Provinsi

‘ bungan yang tentang Pame— n; I

Jawa Tengah 1 menjadi rintahan Dae— 2. Biro Pere— [

kewenangan rah sebagaima— konomian;
IPemerintah na telah diubah 3. Dinas PU i

{ Provinsi Jawa dengan UU No Bina Marga. i
{ Tengah 9 Tahun 2015.

3

'

“RWAKHLAN RAKYAT DAERAH
,
3»? N31 QAW


